BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR -

NOMOR //0 TAHUN 2019
. TENTANG ."

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

. Menifnbémg

Mengin'gat

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

bahwa“untuk melal_;sanakan k_etentuan lléasal 4 Pe,raturan' :

' vDaer’ahv Kablipaten Karéngénjfar Nomor 16 Tahun 2016

tentang Pembehtﬁkén dah' Susiman Perangkat Daerahf_‘:___-_

Kabupaten Karanganyar sebagmmana telah diubah- dengan}}"'-}f" N
. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 0
o Karanganyar 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan - dan -

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu

‘ menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Susunan Orgamsas1,

”I‘ugas dan Fungsz serta Tata Kerja Dmas Pekexjaan Umum -
dan Perumahan Rakyat; - : N
1. Undang-Undang Nomor 13 -"I‘ahun_ 1950_ »‘ter'x'tang V
| Pembentukan Daerah daerah Ke.tbupaten};._, R Dalém N
Llngkungan Prov1n31 Jawa Tengah; | R

"t.' .

Sipil Negara (Lembaran Negara chubhk Indonesia . .

‘Tahun' 2014 -Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indone81a Nomor 5494),

3. Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 te_ntan‘g",

v Pemenntahan_ Dac_rah (Lembaran Negara Republik
: Indénesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran .
}»Nega‘ra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana‘
telah diubah. beberapa kali terakhir dengan Undang-.-
Undang Nomor 9 .Tahun'2015 tentang Perubahan Kedua |




 Menetapkan

j: Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara_Republik Indonesia Nomor 5_679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
A Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun. 2016 Nomor 114, ‘Tambahan Lembaran Negara -

Repubhk Indonesia Nomor 5887) sebaganrnana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemermt_ah
Nomor - 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

 (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk |
Indonesia Nomor 6402); :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran =
~ Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
- Tambahan Lembaran Daerah _Kabﬁpaten Karanganyar -

Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Pei'aturan

' Daerah Kabupaten Karanganyar Nomof 22 Tahun 2019
~ tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar 16 Tahun 2"016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

' (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabuaten -

Karanganyar Nomor 113);

- MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT..

| BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.



,:‘,,'ben31 fungs1 dan tugas berkmtan dengan pelayananv K

o »f_'(i)

merupakan unsur pelaksana urusan pcmerlntahan

o Pemenntah Daerah adalah Bupatl sebaga1 unsur :-

»'vpenyelenggara Pemerlntahan Daerah yang memlmpm

” ;kewenangan Daerah Otonom » SR
fBupatl adalah Bupat1 Karanganyar | P e
. Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten o | :
. ",Dlnas Pekexjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah'}" .

','Dmas Pekexjaan Umum dan Perumahan Rakyat . i

: :Kabupaten Karanganyar o

. Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar R
. Unit Pelaksana Tekms yang selanjutnya dlsmgkat UPT '
'.'_-'adalah unsur teknis operasmnal dan atau unsur teknis
’pcnunjang tertentu Dmas Pekerjaan Umum dan‘f'.
Pcrumahan Rakyat S R o
Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok Jabatan yang' e

Se keterampﬂan tertentu

v N BABII - | o
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI '

Pasa.l 2

pelaksanaan urusan pcmenntahan yang menjad1 o |

. Kepala Dmas adalah Kepala Dmas Peker_]aan Umum dan" o

L jfungs1ona1 yang berdasarkan pada keahhan dan ,-‘: . i

Dmas Peketjaan Umum dan Perumahan R akyat e

. 'b1dang peker_]aan umum dan perumahan rakyat

e L@ Dinas Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat dlpnnpm o

o bertanggung Jawab kepada Bupat1 mela1u1 Sekretarls;f v’

' Daerah

L j. Perumahan Rakyat terdm dar1

Pasa13

Kepala Dlnas .
b Sekretanat terdm dan B o
_ Subbaglan Perencanaan - v
2 Subbaglan Keuangan dari .

_oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

-Susunan orgamsa& Dmas Pekexjaan Umum dan"‘ B



3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

Daya Air;

2. Seksi. Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan

1. Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber

3. Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air.

. B1dang Bina Marga, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan J anngan Jalan,

. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
" 1. SeksiBina Konstrukm

: 2.‘ ‘Seksi Bangunan Gedung; dan

h

i

3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- Bidang Tata Ruang, terdiri dari _
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.

2. Seksi Pemanfaatan ‘dan  Pengendalian
Ruang; dan o

' 3.  Scksi Pertanahan. |
 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Seksi Perumahan

2. Scksi Pengembangan Permukiman; dan
3. Seksi Prasarana Sarana Umum.

- Unit Pelaksana Teknis (UPT)

~ Kelompok Jabatan Fungsional -

(2) Bagan Organisasi Dmas Pekexjaan Urnum

2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.

Tata

dan

Perumahan Rakyat = sebagalmana tercantum dalam

Lampiran

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

'BAB III
_TUGAS DAN FUNGSI

Bagian K_eéatu .
Kepala Dinas

: Pasal 4

yang merupakan bagian yang tidak

Kepala Dinas mempunyai tugas ~membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan yang dltugaskan Bupati.



Pasal 5 |

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud da.lam
Pasal 4, Kepala Dinas mempunya fung31
a. pelaksanaan koordinasi kebljakan tekms pekerjaan
umum dan perumahan rakyat o
b. pelaksanaan kebljakan tekms pekexjaan umum dan '
- perumahan rakyat ‘ :
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bldang pekerjaan’ o
_umum dan perumahan rakyat; _
d. pelaksanaan administrasi‘dinas; bidang pekerjaan umum
- dan perumahan rakyat; '
pelaksanaan fungsi keseln-ctariéitan;
pengendalian penyelﬁenggaraan tugas UP’I‘; dan -
g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan .
~fungsinya. | - |
" - : Bagia‘n'Keduav
Sekretaris ,

o Pasal 6 | - . _
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b mefupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
'(2) ‘Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

, S ‘ Pasal 7 v _ o
Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencéhaan
pérumusan dan pelaksanaan kcbijakan, pengkoordinasian,
pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan
ketatausahaan, hukﬁm, keuangah, aset, kerumahtanggaan,

-kerjasaina keai'sipan, dokumen, kéorganisasian ~dan
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawalan, dan pelayanan
' admlnlstra81 ’

‘ - Pasal8
Dalam melaksanakan tugas sebagaxmana dxmaksud dalam
Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungs;.
a. pengkoordinasian kegiatan;
b, pengkoordmasmn dan penyusunan rencana dan program

kerja;



B c pembmaan dan pembenan dukungan admmlstras: yang SN

mehpuu : ketatausahaan, _ kepegawman, hukum, S

‘H"“:kcuangan,‘ kerumahtanggaan, ker_]a sama, hubungan

- masyarakat ar31p dan dokumenta31, .

o d. 'pengkoordmas1an tata laksana, &

. '_::pengkoord1na31an : dan penyusunan ‘pe'raturva‘n_ L

L .pemn dang—undangan ', Serta pelaksanaan adVOkasl '_‘ R

hukum; =~ : _
£ pengkoofdmasmn pelaksanaan Slstem Pengendahan v
"‘F;Intem Pemermtah (SPIP) dan pengelolaan 1nforma31 dan
dokumentas1, B -
' g ‘penyelenggaraan pengelolaan barang m111k/ kekayaan

o daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;

- ‘,'.,"’h-vv pelaksanaan momtormg, evaluam dan pelaporan; dan

SRR _iv. B 'v pelaksanaan tugas lam sesual dengan tugas dan

ffungsmya S
Sl ﬁ. Pasa19 - o ) .
o (1) fSekretarlat sebagannana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat’vf o
(1), terdiri dan B B g :
= ‘a;, Subbaglan Perencanaan
o b. Subbag1an Keuangan, dan _
e Subbaglan Umum dan Kepegawalan
: [2) B Subbaglan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), masmg—
B 'v'}masmg dipimpin oleh Kepala’ Sub Bagian yang berada
e dlbawah dan bertanggung Jawab kepada Sekretans '

Pasal 10

| Kepala Subbag1an Perencanaan sebagalmana dunaksud o
o dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan ‘tugas EE

penylapan bahan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan,

: pemantauan evaluasi dan pelaporan perencanaan ‘program

L kerja, 1nforma31 dan kehumasan

Pasal 11

! Kepala Subbaglan Keuangan sebaga1mana dimaksud daiam -
o Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penylapan . : .
' 'v.bahan perumusan . da pelaksanaan kebxjakan,

}pengkoordmaman pemantauan, evaluam dan pelaporan

perencanaan program kexja pengelolaan keuangan dan aset



pasal 12

agian Umum dan Kepeg
ruf ¢ melaksanakan tugas

Kepala Subb awaian sebagaimana
ep
d dalam Pasal 9 ayat (1) hu

i:if:an bahan perumusan dan pelaksanaan kebija}kan,
pemantauan, evalua31 dan  pelaporan perrfbmaa_n
ketatausahaan, hukum kerumahtanggaan kerjasama,
kearsipan, dokumen, keorgamsasmn, ketatalaksanaan dan
kepegaWaiah. | v B

S Bagian Ketiga

Kepala Bidang Sumbér Daya Air

Pasal 13- | ‘

(). Bldang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana
5 urusan ‘pemerintahan bidang sumber. daya air. '

2 | Bldang Sumber Daya A1r d1p1mpm oleh Kepala Bidang,

. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

" Dinas.

| | Pasal 14 : v
Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
‘'dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan
- pglaksanaan kebijakan, pengkoordmasxan pcmantauan |
evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya air
N .
- ~ Pasal 15
~ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 14, Kepala Bldang Sumber Daya Air, mempunyai
fung51 ) ’
a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b. penyusunan program pcngelolaan sumber daya air dan
‘_rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pad
wilayah sungai; o
- pemantauan dan evaluas1 penyelenggaraan /pcnerapan |
_pola pengclolaan sumber daya air dan
‘ ,pengclolaan sumber daya air; o

d. penyusunan  studi kelayakan" dan

rencana

| perencanaan
_ tekms/ desain/ pengembangan sumber daya air;




. penyelenggaraan Slstem Mana_;emen Mutu Dan Sistem

. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

pengelolaan sumber daya air yang - mehputx konservasi

sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan

- pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;

o

m.

. pengelolaan sistem hidrologi;

pengelolaan 31stem 1nforma31 sumber daya air; |

pelaksanaan konstrukm dan pcmehharaan infrastruktur

dibidang sumber daya air;

penyusunan dan penyxapaﬁ rekomendasi tekms dalam .

pemberian izin pcnggunaan sumber daya a1r dan izin
pengusahaan sumber daya aur pada Wllayah sungai;
penyclenggaraan » pemantauan dan pengawasan
penggunaan sumber dayél air; -

pelaksanaan koordinasi 'dengan ihétansi 'te‘rk»ait_ dan
stakeholder; dan | o

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

v fungsmya

(1)

@

Kepala ‘Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya

Pasa.l 16

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam '

Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :

a. Seksi Pengendahan dan. Pendayagunaan Sumber
Daya Air;. _ _

b. Sek31 Pclaksanaan Sumbcr Daya A1r, dan

c. Seksi Pelestarian dan Opera31 Sumber Daya Air.

Seksi sebagalmana dunaksud pada ayat (1), d1p1mp1n

oleh Kepala Seksi yang berada dlbawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala B1dang '

Pasal 17 |

Air sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a

mempunya.l tugas:

a.

melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya

- air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

mclaksanakan penyusunan program pengelolaan sumber :

daya air;

melaksanakan penyusunan rencana keglatan pengelolaan

sumber daya air;



. melaksanakan penyusunan ana11s18 dan cValﬁaSi

kelayakan program dan keglatan

melaksanakan penyusunan anahsls mengena1 darnpak" .

":lmgkungan _ g o . ,
_melaksanakan pengelolaan s18tem lnformasr dan data o
.sumber daya air; - S R |
- menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah tentang o ,
'1ngas1 dan sunga.t, R ‘ | o

.jj‘penyuluhan dan pemblnaan tekms 1r1ga31 kepada petanl'

v : pemaka1 a1r

. 'membuat gambar, menghltung Volumc v dan" rencana o
: kebutuhan b1aya di b1dang sumber daya alr, dan
engmventansa& permasalahan bldang sumber daya air |

e "guna menylapkan bahan petunJuk pemecahan masalah o

Pasal 18

»Kepala SCkSl Pelaksanaan Sumber Daya Air sebagmmana

' .‘jfa.

o » »-‘dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyal tugas . R

| melaksanakan program keglatan pembangunan, S

ﬂ-:perbaJkan, pemngkatan dan rehabllltasl sarana dan o
prasaranamgasg L e e T
. f'mclaksanakan iﬁrogram keglatan N perﬁbariguhari,',
’ perbalkan penmgkatan dan rehab111ta51 sarana dan' )
3 prasarana irigasi sebaga1 pedoman kerja, L
.,.Tfmenyusunan rencana keg1atan serta pengendahan dan R
1 pengawasan pelaksanaan perencanaan tekmk _ - .
'melaksanakan _sinkronisasi  dalam pelaksanaan*

’perencanaan, pembangunan dan pengawasan dengan - "

. instansi terkmt

'memfa8111tas1 | kegratan pembangunan, | peruntukah o

pengelolaan tentang sunga1 bendungan 1r1ga31, .embung’ SRR
~ air tanah, air baku dan dramase prlmer, AR ‘ !
fmelaksanakan pemngkatan jaringan suhgal bendungan L

irigasi, embung, air tanah, air baku dan drainase primer; S
‘_mengldentlﬁka& permasala.han sungai, bendungan,‘f =
1r1ga31, embung, air tanah, air baku dan dréunase primer

dalam rangka penyusunan rencana penanganannya, dan | |
: ‘menglnventarlsam permasalahan sungal, - bendungan, RN

irigasi, embung, ‘a1r tanah, air ‘baku dan drainase guna SN

E ffmenylapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.



Pasal 19 |

’Kepala Sek31 Pelestanan dan Operasi Sumber Daya A1r

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1} huruf ¢
' mempunyal tugas

a.

L

e

mengelola Pelestanan dan operasi Sumber Daya Air,
sungai, hldrologl, dan pengendahan kualitas air; -
menyusun rancangan pedoman operaS1 1nga31 sungai dan
waduk; o o . ’
menyiapkan bahan | ’pembinaan} pengaturan  dan-
pemanfaatan aur, pengawasan preventif, dan pengendalian
atas keglatan dan pengelolaan sumber-sumber air;
melaksanakan pengawasan teknis jaringan irigasi;
melaksanakan penyediaan dan pembagian air;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembagian air;
melaksanakan pemantauan kualitas air 1r1gas:,

melaksanakan survei kondlsx jaringan irigasi;

.. menghitung dan menyusun Angka Kebutuhan Nyéta
~ Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) dan. ‘Angka Kebutuhan

Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI); -
melakukan pemlalan kelayakan keglatan peIestanan dan
opera31 sumber daya air;

menyusun bahan rencana tata tanam dan rencana

penetapan prioritas pembaglan air dengan berkoordinasi
bersama Komisi Irigasi; - : |
membenkan perumbangan tekms terhadap kegiatan
pembebasan tanah dan pcmanfaatan lahan pada sempa
dan saluran dan sungal, | ‘ _

melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi air
dan sumber-sumber air serta jaririgan' 'if_igasi (aset) sumber

 daya air; dan

melaksanakan dan menyampalkan rekomendas1 izin
penggunaan sumbcr daya air dan pengawasan sumber

daya air pada w11ayah sungai.

Bag1an Keempat
' Kepala Bldang Bina Marga _'

,PaSal 20

(1) Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan bidang bina marga.



(2] Bidang Bma Marga d1p1mp1n oleh Kepa.la Bidang, berada' _
- di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

: v Pasal 21
Kepala Bldang Bina Marga sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam merumuskan kebgakan mengkoordmasﬂcan dan |
membina kegiatan di blda.ng bina marga yang meliputi
pengembangan jaringan Jalan pembangunan dan pemngkatan
Jjalan dan jembatan. ’ ‘

Pasal 22 .

| Dalam melaksanakan tugas sebaga_lmana dlmaksud dalam

Pasal 21, Kepala Bldang Bma Marga, mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebuakan teknls bldang pengembangan
jaringan Jalan pembangunan dan pemngkatan Jalan dan
Jembatan o

b pelaksanaan koordma31 bidang pengembangan jaringan
“jalan, pembangunan dan penihgkatan jalan dan jembatan°

c. pengoodmasxan jaringan jalan sebaga1 prasarana sarana -

utilitas umum pada perumahan; ' ' |

d. pengoordinasian pengembangan jaririgan jalan dengan
Desa/ Provmm/ Nasmnal terkalt koneksi jaringan jalan di

~ Daerah; :

. e. pelaksanaan kebljakan b1dang pengembangan Janngan :
Jalan pembangunan dan pemngkatan Jalan dan jembatan;

f. pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan Jarmgan

jalan, pembangunan dan pemngkatan Jalan dan Jembatan

dan v o v

g pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

: - Pasal 23
(1) Bldang Bina Marga sebagalmana d1maksud dalam Pasal
20 ayat (1], terdiri dari : A '
a. Seksx Pengembangan Janngan Jalan, “
b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
c. Seksx Pembangunan dan Pcnmgkatan J embatan
(2) Seksi sebagaimana dxmaksud pada ayat (1), dlplmpln A
oleh Kepala Seksi yang berada dlbawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bldang '



Pasal 24

. Kepala Sek31 Pengembangan Jarmgan Jalan sebagalmana =

i - E dlmaksud dalam Pasal 23 ayat (1} huruf a mempunyal tugas

o v.a melaksanakan program perencanaan tekms keg1atan R

o pengembangan Janngan Jalan, .

-  ; vb.‘ melaksanakan koordmam pengembangan Janngan Jalan E :;i_

Sebaga1 Prasarana sarana ‘dan ut111tas umum pacla ST

- perumahan

c, melaksanakan pengembangan Jarlngan Jalan dengan‘fv:

o »Desa/Prov1ns1/Na51ona1 terkalt 1nterkoneks; jaringan

jalan d1 Daerah

o d 'mengkoordlna&kan pelaksanaan tekms " kegiatan PR

. "'b,v'»pengembanganjanngan_]alan, i .

"e_.»'fmelaksanakan o program o pembmaan kégia’tan " o

. pengembangan Jarmgan Jalan, AR

~ f. menyusun ’rencana ‘umum keglatan. d1 '-vbi'dan'g L

B N pengembangan _]aﬂngan Jalan, dan R

g ’_melaksanakan pengawasan keglatan pengembangan e =

- ""Jarlnganjalan

Pasal 25

’ ’sebagannana d1maksud dalam Pasal 23 ayat (l) huruf b

a rnempunya1 tugas . R - v
A f.'melaksanakan program o perencanaan v’t’eknis'_ EE

B pembangunan dan pemngkatan _]alan, o

| ,:, b mengkoordmasﬂ(an pelaksanaan keglatan pembangunanf L

dan pemngkatan _]alan

e melaksanakan pemblnaan teknls keglatan pembangunan; -

" dan penlngkatan Jalan, ' ) N L ,
: "d.f’melaksanakan pengelolaan ' admlmstrasu = kegiatah R

L pembangunan dan pemngkatan Jalan dan

e melaksanakan pengawasan keglatan pembangunan dan

e 'penmgkatan Jalan

Pasal 26

erpala Sek51 Pembangunan dan Pemngkatan Jembatan

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c --" .:",2

| : mempunya1 tugas



T v a. vbmelaksanakan program v perencanaan : teknis R

. pembangunan dan pemngkatan Jembatan
b. »mengkoordlnaSIkan pelaksanaan keglatan pembangunah
. .-‘dan pemngkatan _]embatan, '

. c. melaksanakan program pembmaan | kegiéian o

. pembangunan dan penmgkatan Jembatan

o d _menyusun rencana umum keg1atan d1 | bldang

B pembangunan dan pemngkatan _]ernbatan, o
’v €. ;mengumpulkan data ' yang berhubungan ' denganf
pembangunan dan penmgkata.n Jembatan : o

f ‘melaksanakan : pengelolaan admlnlstra31 kégiatan». L

- pembangunan dan pemngkatan Jembatan dan o
g ‘"melaksanakan pengawasan keg1atan pembangunan dan

| pemngkatan Jcmbatan

Baglan Kehma j ” | o
Kepala Bldang Cxpta Karya e

| . o Pasal 27 ! |
(1) B1dang Clpta Karya merupakan unsur pelaksana urusan o

,»vpemenntahan bldang c1pta karya

- (2) B1c1ang Clpta Karya d1p1mp1n oleh Kepala Bldang, berada :
: d1 bawah dan bertanggung _;awab kepada Kepala Dmas L .

Pasal 28

. ,:Kepala Bldang Clpta Karya sebaga1mana dlmaksud dalam " o

. Pasal 27 ayat (2) mempunyau tugas perumusan dan‘_.'

: '.v"pelaksanaan keb1_|akan, pemantauan - evaluasi dan i

pelaporan bldang mpta karya . o

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam,:'i» S

S Pasal 28 Kepala Bldang Clpta Karya mepunyal fung31

a. pelaksanaan koord1nas1 o bldang perencanaan,';

o o pembangunan, o pemngkatan, - pemehharaan ~dan

’ "’pengawasan mpta karya, o

b, pelaksanaan  kebijakan bxdang  perencamasn,

pembangunan, - pemngkatan » pemehharaan vdan}‘-

o pengawasan 01pta karya, |



c. pemantauan ‘dan evaluasi ‘bidang  perencanaan,
- pembangunan, penmgkatan | peméliharaan | dan
pengawaéan cipta karya; dan A -
d. - pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 30
(1) Bidang Cipta Karya »_sebagairhana dimaksud dalam
" Pasal 27 ayat (1), terdiri dari :
a.. Seksi Bina Konstruksi; ‘
b. Seksi Bangurian Ge’dﬁng; dan
Sek81 Penyehatan Lingkungan. » v
(2)  Seksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), d1p1mp1n
~ oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
- jawab kepada Kepala Bidang. |

Pasal 31 ‘
Kepala Seksi Bina Konstruksi sebagalmana d1maksud dalam
~ Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunya1 tugas: '
" a. melaksanakan fasﬂltasx penlngkatan kompeten31 tekms :
konstrukm, ’
b. menylapkan rencana teknis pembinaan konstruksi;
c. melaksanakan bahan pembmaan dan pengawasan usaha
| konstruk31, v
d. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi
~ cakupan Daerah; '
e. melaksanakan pengawasan dan penertlban izin usaha
konstruksi Daerah; dan »
- f. melaksanakan pemantauan “dan evaluasi kegiatan -
konstruks1 |
Pasal 32
Kepala Sek81 Bangunan Gedung sebagmmana d1maksud
- dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
a. menyus{in rencana vteknis ﬁengelolaan bangunan gedung
' diDaerah; | : | _
b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria
 bangunan di Daérah R . ‘.
c. menyiapkan bahan pembmaan pengclolaan bangunan
- gedung di Daerah ‘



d. nielaksanakan_ pengelolaan banguh_an gedung milik
_ negara; o ' ’ | " |

e. melakukan pengawasan bangunan gedung di Daerah
melakukan pendataan dan penertlban bangunan;

| g; menyiapkan fasilitasi penmgkatan kompetensi tekms :
- pengelolaan bangunan gedung, dan

h. mélaksénakén pemantauan dan evaluasi pengelolaan

bangunan gedung.

, Pasal 33 v : :
Kepala Seksi Penyehatan ngkungan sebagaumana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas: ‘
a. menyusun ~ rencana tekms | keglatan penyehatan v
hngkungan, ‘ , | . . |
~b. menyusun bahan penyelenggaraan fasilitasi  teknis
- penyehatan lmgkungan kepada masyarakat ' »
c. menylapkan bahan pembinaan tekrns penyehatan
hngkungan dan penmgkatan penyehatan hngkungan, dan
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
penyehatan lingkungan.

Bagian Keenam _
Kepala Bidang Tata Ruang

" Pasal 34 .
('1) Bldang Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan
o pemerxntahan bldang tata ruang. '
(2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang berada‘
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35 .

~ Kepala Bldang Tata Ruang sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 34 ayat {2) mempunya1 tugas perumusan dan
pelaksanaan ‘kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan perencanaan' tata rilang, pernanfaatan dan
pengendallan pemanfaatan ruang serta pertanahan

, , ~ Pasal 36
‘Dalam melaksanakan tugas scbagalmana dimaksud dalam
Pasal 35, Kepala Bldang Tata Ruang, mempunyai fung31 '



. pcnyusunan kebijakan" tata‘ rua-ng} yang meliputi

~perencanaan. tata’ ‘ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendahan tata ruang, dan pertanahan

. pengoordinasian pelaks‘anaan kebgakan tata ruaing yang

meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian tata ruang, dan pertanahan; -

. pelaksanaan penyebarluasan  informasi rencana tata

ruang, yang meliputi: perencanaan tata ruang,

’pemanfaatan ruang dan pengendahan tata ruang, dan

pertanahan;

- pengawasan, ' pemantauan, dan evaluasi terhadap‘

pelaksanaan tata- ruang yang mehpuu perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendahan tata ruang,

dan pertanahan, :

. pelaporan pelaksanaan tata ruang yang meliputi

perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendahan»
tata ruang, dan pertanahan, v
pelaksanaan standar. pelayanan mmunal bidang tata ruang

~ yang meliputi perencanaan tata ruang, tata ruang dan

pengendalian tata ruang, dan pertanahan; dan
melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

~ pimpinan sesuai dengan fungsinya.

(1)

Pasal 37 |
Bldang Bidang Tata Ruang sebagalmana dlmaksud

~ dalam Pasal 34 ayat (1), terdm dan

(2)

"a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; :

" b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;

c. Seksi Pertanahan. .
Seksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), masmg-
masing dlplmpm oleh Kepala Seksi  yang berada dibawah
dan bertanggung _]awab kepada Kepala Bldang Tata

"~ Ruang. ‘ ‘ '

Pasal 38

Kepala. Seksi Perencanaan “Tata Ruang sebagaima_tna
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf ‘a melaksanakan
tugas : '

a.

menyiapkan bahan penyusunan teknis percncanaan tata

‘ruang;



menylapkan bahan koord1nas1 dan konsulta81 tekms
; :.'rencana tataruang, LR :
'menyusun Peraturan Daerah dan peraturan Bupatlvj o
:ftentang rencana tata ruang; . R _
menyusun bahan perencanaan penggunaan tanah yang S
| ‘hamparannya dalam Daerah _ ‘ o , o
. melaksanakan - sosmhsam peraturan dan kebgakan B

| Rencana Tata Ruang (RTR) Daerah

melaksanakan 1nventansa31 permasalahan perencanaan, o

B tata ruang, ‘

Kepala Sek31 Pemanfaatan danv Pengendahan Tata Ruang_l]?,-_f o

. :melaksanakan _ standar pelayanan mlmmal b1dang’ -

perencanaan tata ruang; dan

. ’melaksanakan pemantauan dan evaluas1 tata ruang

Pasal 39

R  sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b |
_'melaksanakan tugas | - o e .
' - a. menyxapkan bahan kebuakan tekms pemanfaatan dan .

'pengendahan tata ruang; - T e

."melaltsanakan pemehharaan ' v"pe‘mai‘lfaatan*'i} dan o s

'fpengendahantataruang, e o | o B v

menylapkan bahan pei'tlmbangan izin _IAOkzi:s}i ‘, da.lam R

‘Daerah; ) o - |

. ’melaksanakan fas111ta31 pemanfaatan dan pengenda.han'

e 'v‘tata ruang,

;melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan pengendahan' B jl -
’tata ruang, dan ' |

,melaksanaka.n pemantauan dan evaluas1 pemanfaatan dan}' TR

S vvpengendallan tata ruang

Kepala SekSI Pertanahan sebagmmana d1maksud dalam Lo

Ca.

Pasal 40

o Pasal 37 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas

: pemermtah daerah d1 b1dang pertanahan

B funtuk kepentmgan Pemermtah Daerah

menylapkan bahan dalam rangka penyusunan kebuakan -

‘,‘melaksanakan proses penzman dan penyedlaan tana.hf S



c. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi
tanah serta gan‘u keruglan tanah keleblhan mak51mum
dan tanah absentee dalam Daerah ,
d. menylapkan bahan penetapan tanah ‘ulayat di Déerah'
menyiapkan bahan penyelesman masalah tanah kosong
“dalam Daerah; , ' '
f. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah
: kosong dalam Daerah . .
g menyiapkan bahan pertlmbangan penerb1tan Cizin
membuka tanah
h. v‘menghlmpun, mengolah dan meneliti bahan dalam
- pengurusan/ pensertlﬁkatan tanah m111k Pemerintah
" Daer ah v - . , v
i. melaksanakan proses pemberian ganti rugi dan/atau

~ santunan tanah untuk pembangunan,

RS B melaksanakan koordinasi penanganan dan penyelesauan

permasalahan konﬂxk pcrtanahan dan
k. melaksanakan standar = pelayanan minimal bidang
‘pertanahan. | | |

~ Bagian K‘etuj‘uh .
' Kepalé. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

| Pasal 41 |
(1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
_merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang perumahan dan kawasan permukiman. ‘
(2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin
'Kepala Bldang berada dibawah dan bertanggung jawab
| kepada Kepala Dmas

. , Pasal 42

 Kepala Bldang Perumahan dan Kawasan Permukxman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) mempunyai
tugas ‘perumﬁsan | dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan,

pengembangan permuklman dan prasarana sarana umum.



Dalam melaksanakan tugas sebageumaﬁa d1maksud dalam Pasal . v‘_ . o
42 Kepala Bxdang Perumahan dan Kawasan Permuklman .

Pasal 43

mempunya1 fung31

B _:a.

g penyusunan rencana keglatan b1dang perumahan dan
';i»kawasan permuk1man, o L |
v”pcrumusan kebl_lakan tekms d1 bldang perumahan dan A
” kawasan permuklman, R o _ N
,vpenyusunan rencana klnexja dan perjan_]lan klnerja dl':
‘ b1dang perumahan dan kawasan permuklman,
. ,_v:pelaksanaan fasxhtas1 pemblayaan perumahan,. o

L -pemblnaan perumahan formal pembmaan pemmahan_g ST

.fswadaya, B pengembangan kawasan v permuk1man,

o   (1)

pembmaan pelaku pembangunan perumahan serta peran'b; .
ff‘scrta masyarakat dan sosml budaya; - |
. "penyelenggaraan sxstem pengendahan mtem d1 bldangvi H
'perumahan dan kawasan permuklman, R
pelaksanaan | fa3111ta31 penyedlaan v rumah bagl .
",masyarakat yang tcrkcna reloka51 program Pemermtah T
;v'vDaerah D R -
. pelaksanaan penataan dan :p‘éhin”gkatan” ku'éllbitas‘ - o
) Vkawasan permuklman kumuh dengan Iuas d1 bawah 10’
) ;,(sepuluh) hektar; o o
pelaksanaan semﬁkam dan reglstras1 bagl orang atau;': |
badan hukum yang melaksanakan perancangan dan -
perencanaan rumah serta perencanaan prasarana}
- sarana dan utllltas (PSU) ungkat kemampuan kecﬂ | |
o ;”penyusunan dan penerapan norma, standar pedoman,}_ :*‘ 3
vdan petun_luk operaswnal d1 bldang perumahan dan.vf
".'kawasan permuklman dan e L
- pelaksanaan pcmantauan evalua31 dan pelaporan . e

keglatan bldang perumahan dan kawasan permuk1man ,

Pasal 44

' sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 41 ayat (1],,

. terdm dar1

Bldang Perumahan “dan- Kawasan '_. Permuklman' o



Ne

a. Seksi Pcrumahan,

b. Seksi Pengcmbangan Permuklman, dan

c. Seksi Prasarana Sarana Umum.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1p1mpm
oleh Kepala ‘Sek31 yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 45}

Kepala 'Seksi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a.
~ b.

menylapkan bahan kebijakan tekms b1dang perumahan;
melaksanakan pgngembangan sistem pengelolaan rumah
susun; | - . v
menyiapkan bahan persetujuan site plan rencana
pembangunan dan pengembangan perumahan;

d. melaksanakan pengembangan' perumahan;

‘melaksanakan penyed1aan dan rehabilitasi perumahan‘

korban bencana, dan

menyelenggarakan fasilitasi penyediaan perumahan bagi
masyarakat yang ‘terkena relokasi program Pemerintah
Daerah. | ’

Pasal 46 |

Kepala Seksi Pengembangan Permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunym tugas :

'ao

merumuskan kebijakan tekms di bidang pengembangan
kawasan permukiman; '

melaksanakan pengendahan dan pengaturan kawasan,
siap bangun lingkungan siap bangun dan kavling tanah
matang; :

melaksanakan penanganan, perbaikan, peremajaan,
penataan, “dan penmgkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh; |

menyelenggarakan prasarana dan sarana uuhtas umum
serta ruang terbuka h1_|au,

menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan fasﬂltas
sosial dan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau;
menyusun rencana dan program kerja lingkup fasxlitAs |
sosial dan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau;

‘melaksanakan penganahsaan data bahan perumusan

kebljakan lmgkup fasilitas sosial dan fasﬂltas umum serta
ruang terbuka hijau; ’ ‘



h. melaksanakan fa31htas1 pembmaan dan pengembangan
~lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum serta ruang

terbuka hijau; : _ .

i. melaksanakan survey lapangan lmgkup fasilitas sosial
dan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau;

. melaksanakan pendataan fasilitas sosial dan fasilitas
umum serta ruang terbuka hijau; '

k. melaksanakan koordinasi pemangku kepentlngan dalam-
pengembangan kawasan permukiman;

L mclaksanakan fasilitasi dan pengendalian pengembangan
kawasan permuklman . v

m.'melaksanakan pembxnaan masyarakat dan pemangku

kepentingan - ‘dalam pengembangan - kawasan
permukiman; ' | i

' n. menyusun  rencana’ pengembangan - kawasan ‘,
permukiman; ' ' | '

o. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan -
permukiman kumuh pada daerah; |

p. menyelenggarakan sistem pengendalian intern vSeksvi
VPengembangan Kawasan Permukiman; dan I

q. menyusun dan menerapkan norma, ‘standar, pedoman, '
dan petunjuk operasmnal di bxdang pengembangan ‘,
kawasan permukiman. ‘ |

. Pasal 47 _

- Kepala Seksi ‘Prasarana Sarana Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

| penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU); :
b. m-enyiapkan.bahan pelaksanaanbpemcliharaan, Prasarana,
Sarana, dan Utilitas (PSU); '

-c. melaksanakari pengelolaan  fasilitas umum = milik -

Pemenntah Daerah (Taman Kota Alun-Alun, Stachon, dan
lain-lain); ' ‘ : '
d. melaksanakan penganélisaan data bahan perumusan
' kebgakan bidang fasilitas sosial dan fasilitas umum ", '

(prasarana, sarana dan utilitas umum},

~ e. melaksanakan fasilitasi pcmbmaan dan pengembangan - o

b1dang fasilitas sosial dan fasilitas ‘umum (prasarana,}
~ sarana dan utilitas umum);
f. melaksanakan survey lapangan lmgkup fasilitas sosml
dan fasilitas umum (prasarana sarana dan utilitas

'umum), _



g melaksanakan pendataan fasilitas sosial dan fasilitas
umum (prasarana, sarana dan utilitas umum),

h. melaksanakan  teknik  administratif  rekomendasi

~ pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum (prasarana, sarana dan utilitas umum);

i. melaksanakan verifikasi penyerahan- fasilitas sosial dan

~ fasilitias umum (prasarana, sarana dan utilitas umum) N

perumahan yang diibangun oleh pengembang yang akan
- diserahkan kepada Pemerintah Daerah; v
j. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi
 lingkup prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
dan permukiman; dan
k. menyiapkan bahan analisis teknis penyusunan rencana
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

4 Bagian Kedelép'an |
' Kepala UP'I‘ »

o Pasal 48
(1) Untuk melaksanakan tugas tekms operasional dan/ atau
| tugas teknis penunjang di lmgkungan Dinas Pckerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dapat dibentuk UPT.

{2) UPT Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala UPT yang berada  di bawah .-bfdan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaiv pembentukan UPT diatur
dengan Peraturah Bupati tersendiri. :

Bagian Kescmbilan |
‘ Kelompok Jaba_tan Fungsional

: Pasal 49 , :
Kelompok Jabatan Fungsmnal d1tetapkan berdasarkan |
peraturan perundang-undangan

: Pasal 50
(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terdiri dan tenaga fungsmnal
yang terbag1 dalam kelompok sesua; dengan bldang
keahliannya. N ’
(2) Jumlah jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud pada_
~ayat (1), dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.



(3) Jems dan Jenjang _]abatan Fungsmnal sebagannana | ,
d1maksud pada ayat (2), dlatur sesua1 peraturan perundang— {’ -

undangan

o Jabatan Fungsmnal melaksanakan tugas dan bertanggung'
| _]awab kepada Kepala Dlnas me1a1u1 Seks1/ Subbaglan dan

Pasal 5 1

atau Bldang/ Sekretarls sesua1 Jems dan jenjang Jabatannya’ |

i

~ Yyang mem111k1 keterkmtan dengan pelaksanaan tugas Jabatan -
- .Fungsmnal - S v o R

Pasal 52 _ v
Kepala Dmas membuat usulan anahs1s Jabatan pcta -

_ Jabatan, anahSls beban ketja, dan uralan tugas kepada =
. Bupati; = |
@

Ana11s1s Jabatan peta Jabatan anahs1s beban kexja dan »-

furalan tugas dltetapkan oleh Bupau

o

@

Pasa153 S

Képéﬁzi~ ‘LDina"s,‘ | Sekretans, Kepala Bldang,v Képala:
Subbaglan Kepala Sekm dan Kepala UPTD dalam"f ff{‘»’
melaksanakan tugas mencrapkan prm31p koordmasy'{ R
mtegras1 dan smkronlsam PRI '
. Kepala Dmas Sekretans, . Kepala Bldang, Kepala A

o Subbaglan Kepa.la Sek81 dan Kepala UP’I‘D melaksanakanv

fftugas o menerapkan pI‘lIlSlp - perencanaan, o

pengorgan1sas1an pemantauan, evalua51 dan pelaporan

Kepala Dmas, » Sekretarls, ) cha.la Bldang,, Kepala'f B

Subbaglan Kepala Seksi dan Kepala UPI‘D melaksanakan o

51stern pengendahan 1ntern pemermtah

)

dan mengambll langkah langkah yang dlperlukan sesua1 L

o Kepala D1nas Wa_]lb menyampalkan laporan berkala tepat' o

v R Pasa154 . o
Kepala Dmas bertanggung jawab memlmpm, .

mengoordmasxkan dan memberlkan pengarahan terhadap - ) :ﬂ‘ o

pelaksanaan tugas bawahan P

Kepala Dmas melaksakan pengawasan tugas bawahan ERRTI

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 55

o pada waktunya



A

Pasal 56 = v
Dalam melaksanakan tugas di wﬂayah Kepala Dinas Wajlb
melakukan koordmas1 dengan Camat;

BAB‘ v
. KETENTUAN PERALIHAN |

Pasal 57

: Pejabat yang ada. tetap mendudukx jabatannya dan

melaksanakan tugasnya sampa.t dengan dltetapkannya- v
pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;

" BABV
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 58

- Dinas Pekexjaan Urnum dan Perumahan Rakyat dalam

_melaksanakan ' Urusan Pemcnntahan dan  tugas

pembanman dengan Perangkat Daerah Provinsi bersifat

koordinatif ~dan  fungsional . untuk mensinkronkan -

‘pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

" BAB' VI
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 59 »
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang

' Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata

Kexjapada Dinas Peker_;aan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Ka.ranganyar (Benta Daerah Kabupaten
Karanganyaf“Tahun»2017 Nomor 98) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati’ Karanganyar Nomor 51
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor - 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan,_

~ Susunan Organisasi, ’I‘ugas dan Fung31 Tata Kerjapada’

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

© 2017 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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